
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.523, 2023 LKPP. Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Pencabutan.  

 

PERATURAN 
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kapasitas sumber daya 

manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman 

pada Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagai Instansi Pembina Jabatan 

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun 

Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara; 

c. bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan 

mengenai Kamus Kompetensi Teknis di bidang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyusunan 

standar kompetensi sumber daya manusia Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk memenuhi 

perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan 
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Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) perlu disempurnakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tentang Kamus Kompetensi 

Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KAMUS 

KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH. 
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Pasal 1 

Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi 
kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator 

perilaku untuk setiap level kompetensi teknis di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 
Pasal 2 

Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 
12 (dua belas) jenis kompetensi teknis yang digunakan 

sebagai pedoman untuk penyusunan: 

a. standar kompetensi;  

b. program pelatihan; 

c. materi uji kompetensi; dan/atau  

d. instrumen kebijakan, 

sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

 
Pasal 3 

Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 
 

Pasal 4 
Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka 

pelaksanaan pelatihan dan/atau sertifikasi bagi Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Personel Lainnya 
yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, 

Kelompok Kerja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan tetap 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) sampai selesai.  
 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka peraturan 
pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 817) dinyatakan masih tetap 

berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan 
yang baru. 
 

Pasal 6 
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
         Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 23 Juni 2023 
 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH, 

 
   ttd 

 
HENDRAR PRIHADI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Juli 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
ASEP N. MULYANA 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -6- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-7- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -8- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-9- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -10- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-11- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -12- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-13- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -14- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-15- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -16- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-17- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -18- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-19- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -20- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-21- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -22- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-23- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -24- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-25- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -26- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-27- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -28- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-29- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -30- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-31- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -32- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-33- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -34- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-35- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -36- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-37- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 -38- 

www.peraturan.go.id



2023, No.523 
-39- 

 

www.peraturan.go.id


